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TUGAS DAN
FUNGSI
BIRO HUKUM

TUGAS DAN FUNGSI BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TERTUANG
DALAM PERATURAN GUBERNUR NO.
18 TAHUN 2016 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA PARAGRAF 2
PASAL 12 DAN 13. DALAM PASAL 12,
BIRO HUKUM MEMPUNYAI TUGAS
MERUMUSKAN KEBIJAKAN,
KOORDINASI, PEMBINAAN DAN
PEMBERIAN BIMBINGAN SERTA
PENGENDALIAN TEKNIS DI BIDANG

PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN, BANTUAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA, PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM,

< ' KETATAUSAHAAN DAN
DOKUMENTASI.



BAGIAN
BIRO HUKUM

BAGIAN PRODUK
HUKUM DAERAH

BAGIAN

BAGIAN BANTUAN PEMBINAAN,
HUKUM DAN HAK PENGAWASAN

ASASI MANUSIA DAN INFORMASI
HUKUM

SUB BAGIAN
PERATURAN
KEPALA
DAERAH

SUB BAGIAN
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN SUB BAGIAN
DOKUMENTASI
DAN INFORMASI
SUB BAGIAN HUKUM
PENYULUHAN
HUKUM

SUB BAGIAN
PERATURAN

DAERAH DAN
KEPUTUSAN
KEPALA DAERAH

SUB BAGIAN
BANTUAN HUKUM
DAN HAK ASASI
MANUSIA

SUB BAGIAN
TATA USAHA
BIRO

BIRO HUKUM TERDIRI DARI 3 BAGIAN DAN 7 SUB BAGIAN YANG TERDIRI DARI:
1. BAGIAN PRODUK HUKUM DAERAH; TERDIRI DARI 2 SUB BAGIAN:
a) SUB BAGIAN PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH
b) SUB BAGIAN PERATURAN KEPALA DAERAH
2. BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA; TERDIRI DARI 2 SUB BAGIAN:
a) SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
b) SUB BAGIAN PENYULUHAN HUKUM
3. BAGIAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN INFORMASI HUKUM; TERDIRI DARI 3 SUB
BAGIAN:
a) SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
b) SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
c) SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO




STATISTIK PERATURAN
DAERAH PROVINSI
KAUMANTAN UTARA YANG
TELAH DIUNDANGKAN TAHUN
2015-2018

STATISTIK PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA YANG TELAH
DIUNDANGKAN TAHUN 2015-2018
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PADA TAHUN 2015 BIRO HUKUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TELAH MENGUNDANGKAN 1
PERDA, DAN PADA TAHUN 2016
SEBANYAK 9 PERDA, 2017
SEBANYAK 6 PERDA, DAN PADA
TAHUN 2018 SEBANYAK 13 PERDA



STATISTIK PERATURAN
GUBERNUR PROVINSI
KAUMANTAN UTARA YANG
TEWAH DIUNDANGKAN
TAHUN 2015-2018

STATISTIK PERATURAN GUBERNUR

PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG

TELAH DIUNDANGKAN TAHUN
2015-2018

120
100
80

60

JUMLAH

40

20

0

2015 2016 2017 2018
e PERGUB 47 28 104 38

PADA TAHUN 2015 BIRO HUKUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TELAH MENGUNDANGKAN 47
PERGUB, DAN PADA TAHUN
2016 SEBANYAK 28 PERGUB,
2017 SEBANYAK 104 PERGUB,
DAN PADA TAHUN 2018
SEBANYAK 38 PERGUB (TAHUN
BERJALAN)




2015-2018
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STATISTIK KEPUTUSAN
GUBERNUR PROVINSI
KAUMANTAN UTARA YANG
TEWAH DIUNDANGKAN TAHUN
2015-2018

STATISTIK KEPUTUSAN GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG
TELAH DIUNDANGKAN TAHUN
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PADA TAHUN 2015 BIRO HUKUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TELAH MENGUNDANGKAN 336
SK, DAN PADA TAHUN 2016
SEBANYAK 586 SK, 2017
SEBANYAK 600 SK, DAN PADA
TAHUN 2018 SEBANYAK 870 SK
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GRAFIK FASIUTASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
AR KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH
PROVINSI KAUMANTAN UTARA TAHUN
2015-2018

GRAFIK FASILITASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2015-2018
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BIRO HUKUM JUGA MENGADAKAN
FASILITASI UNTUK PEMBUATAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAN KOTA DI WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA.
GRAFIK DI ATAS MENUNJUKAN
JUMLAH PERDA KABUPATEN/KOTA
YANG DIFASILITASI OLEH BIRO
HUKUM



JUMLAH EVALWUASI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI

WILAYAH PROVINSI KAUMANTAN
UTARA TAHUN 2015-2018

JUMLAH EVALUASI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN
2015-2018

2015 2016 2017 2018

SELAIN FASILITASI, BIRO HUKUM
JUGA MENGADAKAN EVALUASI
TERHADAP PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAN KOTA DI WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA.
GRAFIK DI ATAS MENUN]JUKAN
JUMLAH PERDA KABUPATEN/KOTA
YANG DIEVALUASI OLEH BIRO
HUKUM.




JUMLAH REGISTER NPHD DAN
MoU OLEH BIRO PROVINSI
KAUMANTAN UTARA TAHUN
2015-2018

TAHUN: 2015

NPHD: 78 MoU: 18

TAHUN: 2016

NPHD: 147 MoU: 19

TAHUN: 2017

NPHD: 350 MoU: 29

TAHUN: 2018

NPHD: 222 MoU: 34

TABEL DI ATAS MENUNJUKAN DATA
ADMINISTRASI PELAKSANAAN NASKAH
PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
DAN PELAKSANAAN PERJAN]JIAN
KERJASAMA ANTARA PROVINSI
KALIMANTAN UTARA DENGAN PIHAK
LAIN
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SOSIAUSASI DAN LAUNCHING
WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI
PDAN INFORMASI HUKUM PROVINSI
KAUMANTAN UTARA

ACARA LAUNCHING DAN
SOSIALISASI WEBSITE
JDIH INI UNTUK
MENGENALKAN KEPADA
PARA ASN DAN
MASYARAKAT TERHADAP
SALAH SATU SISTEM
INFORMASI BENTUKAN
BIRO HUKUM. WEBSITE
JDIH MEMUDAHKAN
PARA MASYARAKAT DAN
ASN UNTUK MENGAKSES
BERBAGAI INFORMASI
TERKAIT BIRO HUKUM.
WEBSITE JDIH JUGA
MEMUAT BERBAGAI
PRODUK HUKUM
DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
SEPERTI PERDA, PERGUB
ATAU SK.




KEGIATAN PENYULWUHAN
HUKUM TENTANG KEBEBASAN
menyamealKAN PENDAPAT
TANPA HOAX

wai

HUKUM TENTANG KE|

PAIKAN PENDAPAT TANI

‘NS! KALIMANTAN UT/
TAHI™ 2017

BENYULUHAN HUKI
R IMENYAMPAIKAN f
. PROVINS| KALI!

N2




SOSIAUSASI PERATURAN
GUBERNUR NO. 20 TAHUN 2017
TENTANG TARIF PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RSUD
PROVINSI

BIRO HUKUM MENGENALKAN KEPADA
MASYARAKAT PERIHAL TARIF PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RSUD PROVINSI

KALIMANTAN UTARA. PENETAPAN TARIF PADA
RSUD PROVINSI KALIMANTAN UTARA INI
MEMPERTIMBANGKAN PENGEMBANGAN

PELAYANAN, KEMAMPUAN EKONOMI

MASYARAKAT, AZAS KEADILAN, KEPATUTAN
DAN KOMPETENSI YANG SEHAT



SOSIAUSASI PENYUSUNAN
PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH DI PROVINISI
KAUMANTAN UTARA

BIRO HUKUM MENGADAKAN SOSIALISASI
INOVASI TERBARU DALAM PENYUSUNAN
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERUPA APLIKASI e-PHD. DENGAN APLIKASI INI
OPD DI WILAYAH KALIMANTAN UTARA DAPAT
MENGAJUKAN DAN MENYUSUN PRODUK
HUKUM DAERAH SECARA ONLINE



PENYELESAIAN PERKARA KASUS PENGADAAN
TANAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA WILAYAH
KOTA BARU MANDIRI
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI
KAUMANTAN UTARA

1




PENGHARGAAN KABUPATEN /| KOTA
PEDUU HAM

PADA PERINGATAN HARI PEDUL HAM SE
PDUNIA KE 69
TAHUN 2017 DI SURAKARTA
(PROVINSI SEBAGAI PEMBINA)

BIRO HUKUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA SEBAGAI
PEMBINA TERHADAP KABUPATEN/KOTA MENDAPATKAN
PENGHARGAAN DALAM RANGKA HARI PEDULI HAM
SEDUNIA KE 69 TAHUN 2017 DI SURAKARTA.
PENGHARGAAN YANG DIWAKILI OLEH BAGIAN
BANTUAN HUKUM DAN HAM INI SEBAGAI BENTUK
APRESIASI PENCAPAIAN DAERAH YANG PEDULI
TERHADAP HAK ASAST" MANUSTA.



SOSIAUSASI HUKUM DI WILAYAH PROVINSI
KAUMANTAN UTARA OLEH KEIAKSAAN TINGGI
KAUMANTAN TIMUR TAHUN 2017 DAN PELAKSANAAN
mou ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KAUMANTAN
UTARA DENGAN KEJIAKSAAN TINGGI KAUMANTAN
TIMUR TENTANG PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA.



